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ABSTRAK

Penggunaan senjata api hanya dalam keadaan terpaksa, untuk membela din
(petugas) ataupun melindungi / menyelamatkan jiwa raga sescorang (masyarakal)
dari setiap ancaman / gangguan kcjahatan, penembakan. Selain itu penembak
pelaku kejahatan dapat dilakukan pada putusan hakim yang telah berkekuatan
hukum hal ini berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor |2 Tahun 2010 tentang
Iata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab
terjadinya penembakan di tempat olch anggota polisi dan bagaimana wewenang
polisi menembak pelaku  kejahatan berdasarkan putusan hakim yang tclah
berkekuatan hukum menurut Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Dalam penelitian ini. penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu
menguji dan mengkaji permasalahan  dengan berpangkal pada peraturan
perundangan yang berlaku.
Simpulan, fakior pen; chab terjadinya penembakan di tempat oleh anggota polisi
adalah karena faktor tindakan pelaku kejabatan dapat segera menimbulkan juka
r atau kematian bagi anggota polri atau masyarakat, faktor tidak ada alternatif
untuk menghentikan pelaku kejahatan dan faktor untuk mencegah larinya
pelaku kejahatan, sedangkan wewenang polisi menembak pelaku kejahatan
berdasarkan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum menurut Peraturan Kapolri
Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati adalah polisi
berwenang melakukan penembakan terhadap penjahat yang sudah mempunyai
putusan hakim herkckuatan tetap apabila terdakwa sudah divonis dipidana mati.
Rekomendasi, Kepada aparat pencgak hukum, kepolisian merupakan suaty
nstitusi yang diberikan kewenangan menggunakan kekuatan dalam melakukan
~ penegakkan hukum. menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, agar
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BAB I
PENUTUP

\. Kesimpulan

1. Faktor-faktor Penvebab Terjadinya Penembakan di Tempat oleh
Anggota Polisi

Faktor penyebab terjadinya penembakan di tempal oleh anggota Polisi
diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam
lindukan Kepolisian adalah :

a) Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara SCgeTd
menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau
masyarakat;

b) Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk
akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau
tersangka tersebut;

¢) Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka
yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polnn atau
masyarakat.

Selain itu berdasarkan SOP di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bintara Polri Di [Lapangan Tahun 2004 penembakan di tempat olch
anggota polisi dilakukan apabila :

a) hanya digunakan dalam keadaan terpaksa;

b) untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati atau luka

parah dalam jarak dekat:
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